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ABSTRAK
UKM mempunyai kontribusi untuk kemajuan usaha di Indonesia dengan merekrut tenaga kerja
dan menciptakan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2016, jumlah UKM sebesar 61,6 juta
unit dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 62,9 juta unit dan merekrut tenaga kerja sebanyak
112,8 juta pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 116, 6 juta orang pada tahun 2017. Keberadaan
UKM cukup mendominasi sebesar 57,08 persen. Namun, 57 % UKM belum memiliki akses
keuangan perbankan. Terdapat 40 % UKM yang terjerat kredit macet dari rentenir. Banyak
perusahaan non bank yang berpraktik sebagai pelaksana fintech yang menyalurkan pinjaman
kepada publik atau Usaha Kecil Menengah (UKM), ini berpotensi untuk mengarah pada praktik
perbankan ilegal (shadow banking). Pemerataan akses keuangan merupakan salah satu strategi
keluar dari middle income gap. Masalah selanjutnya adalah bagaimana pemerintah membuat
aturan yang dapat mensinergikan fintech dengan dunia bisnis, perbankan, UKM dan lainnya.
Fintech akan berperan aktif dalam mendorong ekspor sektor UKM yang merupakan sektor andalan
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memeriksa peran
fintech untuk mendorong ekspor industri kecil dan menengah di Indonesia. Sumber data yang
dapat digunakan adalah data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan berbagai
sumber data terkait. Fintech saat ini sangat membantu dalam membantu literasi keuangan masyarakat
Indonesia termasuk UKM sebagai andalan peningkatan ekspor di Indonesia. Program inBank
mengangkat tiga bahasan utama, yaitu : (1) Kerjasama antara laku pandai dan lembaga kredit
melalui linkage program; (2) Kerjasama dengan perusahaan teknologi keuangan untuk menganalisis
risiko kredit dengan data non konvensional; (3) Bank kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi
untuk membuat mobile banking system. Pendanaan akan langsung terkirim lewat telepon selular
dan UKM dapat berkunjung ke agen terdekat untuk input data.
Kata kunci : Middle Income Trap, UKM, Teknologi Keuangan,  inBank
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Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat
dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini dapat
terlihat antara lain dari produk domestik bruto
(PDB) per kapita periode 2004-2014
yang meningkat  sebesar 52,73% dari
Rp. 7.561.379,61 menjadi Rp. 11.134.017,58
(berdasarkan harga konstan tahun 2000).
Tingkat pertumbuhan PDB pada periode yang
sama mencapai 5,76%, lebih tinggi dari Amerika
Serikat, Eropa dan Jepang. Perekonomian
Indonesia masih tumbuh sebesar 4,63% pada
tahun 2009 setelah terjadinya krisis keuangan
global.
Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu
pemotor penggerak pertumbuhan Asia hingga
tahun 2050 dari tujuh negara (McKinsey,
2012). Indonesia juga mendapatkan pujian atas
pencapaian yang diraih sebagai negara ekonomi
terbesar ke-16 di dunia dan diprediksi pada
tahun 2030 akan berada di urutan ke-7
berdasarkan Laporan McKinsey Global
Institute (2012) berjudul The Archipelago:
Unleashing Indonesia Potential Economy.
Namun, prestasi yang diperoleh Indonesia
melalui pencapaian impresif di masa lalu, tidak
menjadikan Indonesia kebal dengan perlambatan
perekonomian global yang terjadi saat ini.
perekonomian Indonesia digambarkan tengah
menghadapi ancaman jebakan negara
pendapatan menengah atau disebut sebagai
middle income trap.
Inovasi teknologi telah terbukti menjadi
pendorong pembangunan ekonomi berdasarkan
dari pengalaman negara-negara maju yang telah
mengalami industrialisasi sejak 250 tahun yang
lalu (Janeway 2013). Pertumbuhan yang
berkelanjutan menuju tingkat pendapatan tinggi
harus semakin ditandai dengan ketersediaan
sumber daya teknologi dan manajerial serta
kelimpahan relatif modal sumber daya manusia.
Negara-negara kaya menjadi inovator yang
mendominasi industri perubahan teknologi yang
cepat sedangkan negara berpenghasilan
menengah terjepit di antara negara miskin
dengan upah rendah yang menguasai industri
yang sudah matang atau dewasa.
Perkembangan teknologi keuangan (financial
technology/ fintech) di Indonesia saat ini
sangat cepat. Namun, banyak penduduk dan
kelompok masyarakat dan industri kecil belum
sepenuhnya dilayani oleh teknologi informasi,
seperti dalam industri keuangan dan perbankan.
Ini karena industri keuangan, terutama bank,
dalam menerapkan aturan masih sangat ketat.
Selain itu, ada batasan dalam industri perbankan
dan non-perbankan seperti akses pasar dan
akses distribusi. Di sisi lain, orang mencari
alternatif untuk menggunakan layanan industri
keuangan tradisional dengan menggunakan
teknologi keuangan yang memecahkan masalah.
Pada dasarnya orang atau industri kecil dan
menengah membutuhkan informasi, layanan,
dan pendanaan alternatif yang lebih demokratis,
transparan, dan lebih efisien. Terdapat 57%
usaha kecil menengah (UKM) belum memiliki
akses keuangan perbankan. Pemain fintech di
Indonesia masih didominasi oleh pembayaran
yang berjumlah 43 persen, pinjaman 17 persen,
dan sisanya adalah kolektor atau agregator,
crowdfunding dan lainnya. Crowdfunding
adalah praktik mengumpulkan dana dari
sejumlah besar orang untuk memanfaatkan
proyek atau bisnis yang umumnya dilakukan
melalui internet atau teknik pendanaan untuk
proyek atau unit bisnis yang melibatkan
masyarakat luas (Akbar, 2016). Tujuan fintech
dalam dunia keuangan termasuk mempermudah
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orang untuk mengakses berbagai produk di
sektor keuangan dan memfasilitasi transaksi dan
meningkatkan literasi keuangan. Selain itu,
fintech juga merupakan inovasi teknologi
informasi baru yang bertujuan untuk
menggantikan berbagai layanan keuangan
tradisional. Demikian juga, dapat memfasilitasi
akses publik ke layanan ini. Perkembangan
fintech sejak 1950-an sejak ditemukannya
kartu kredit hingga saat ini dengan menggunakan
layanan pembiayaan ritel digital, akan terlihat
pada gambar berikut Layanan digital seperti
fintech tidak hanya mendorong pertumbuhan
ekonomi Indonesia, tetapi juga mengubah
praktik bisnis dan mengganti metode pembiayaan
dan pembayaran tradisional.
Penelitian (Deloitte, 2015) yang berjudul
Digital Financial Services di Indonesia
menyatakan bahwa layanan keuangan digital
akan membuat akses ke sistem keuangan
meningkat sehingga menguntungkan ekonomi
nasional. Menurut studi Bank Dunia, mening-
katkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar
0,03 persen diperoleh dari peningkatan 0,01
persen dalam fasilitas sistem keuangan. Pertum-
buhan ekonomi ini kemudian memengaruhi
pertumbuhan lapangan kerja baru. Peningkatan
inklusi keuangan sebesar 20 persen akan
menghasilkan 1,7 juta pekerjaan baru melalui
layanan digital. Meningkatkan akses perbankan
juga membuat bisnis, terutama UKM menjadi
lebih mudah. Pengusaha baru sekarang muncul
bersama dengan kemudahan menjual barang
melalui internet. Pedagang tidak perlu memiliki
kios konvensional atau toko untuk menjual
produk mereka. Mereka dapat menjual melalui
berbagai media seperti media sosial, situs
jejaring sosial hingga aplikasi khusus. Indonesia
berada diposisi sebagai negara e-commerce
terbesar di Asia Tenggara menjadi salah satu
pendukung atas perkembangan bisnis dengan
media internet.
Jumlah potensi yang dimiliki oleh fintech perlu
diberi ruang untuk tumbuh. Demikian juga,
pengaturan yang memadai diperlukan mengingat
risiko yang mungkin timbul. (Hadad, 2017).
Meski ternyata tidak semua aplikasi fintech di
berbagai negara mencatat kisah sukses. Di Cina,
tidak semua dari mereka berhasil dan perlu
belajar juga dari pengalaman Australia.
Akhirnya, otoritas Singapura menunjukkan cara
mendekati perusahaan fintech pada tahap awal
pertumbuhan mereka (Warta Ekonomi, 2016).
Di Indonesia saat ini banyak perusahaan non-
bank berpraktek sebagai pelaksana fintech
yang menyalurkan pinjaman kepada publik atau
UKM, ini akan berpotensi mengarah pada
praktik perbankan ilegal (shadow banking).
Karena itu, masalah ke depan adalah
bagaimana pemerintah membuat aturan yang
dapat mensinergikan fintech dengan dunia
bisnis, perbankan, UKM dan lainnya. Di sisi
lain mendorong peran fintech dalam rangka
meningkatkan ekspor UKM sebagai sektor
andalan Indonesia. Menurut Konstitusi nomor
20 tahun 2008, kriteria untuk UKM
diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan
omset yang dimiliki oleh suatu bisnis.
(Sudaryanto, 2014).
UKM mempunyai kontribusi besar untuk
kemajuan usaha di Indonesia dengan
mempunyai peran signifikan ketika merekrut
tenaga kerja dan menciptakan Produk
Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2016,
jumlah keseluruhan UKM sebesar 61,6 juta unit
dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 62,9
juta unit dan merekrut tenaga kerja sebanyak
112,8 juta pada tahun 2016 dan meningkat
menjadi 116, 6 juta orang pada tahun 2017.
Keberadaan UKM cukup mendominasi
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sebesar 57,08 persen. Sedangkan, usaha besar
mencetak angka sebesar 42,92 persen
(Kementrian Koperasi dan UKM 2017). Oleh
karena itu, pemerintah, bank pelaksana, dan
perusahaan teknologi dapat bekerjasama untuk
meratakan akses perbankan untuk UKM.
Pemerataan akses keuangan dapat meningkatkan
kinerja bisnis UKM dan meningkatkan peng-
hasilan masyarakat miskin. Terdapat 40%
UKM yang terjerat kredit macet dari rentenir,
hal ini membuktikan bahwa kurang efektif
dalam menghapuskan praktik rentenir yang ada
di masyarakat perdesaan.
Berdasarkan penelitian LIPI Press (2016)
dalam buku berjudul “Komersialisasi Kredit
Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM
di Indonesia” menyatakan bahwa kesempatan
kerja bagi masyarakat miskin dan berpendapatan
rendah dapat diperluas dari skala usaha yang
ditingkatkan oleh aksesibilitas UKM terhadap
kredit perbankan. Bank pelaksana dan
lembaga penjaminan dalam kredit usaha rakyat
diharapkan memperoleh keuntungan, sementara
pemerintah memperoleh manfaat peningkatan
akses UKM pada kredit perbankan, yang
diharapkan dapat mempercepat program
pengentasan kemiskinan. Namun, tingginya
tingkat pengembalian kredit tidak memiliki
hubungan timbal balik dengan rendahnya tingkat
bunga kredit yang diterapkan, LIPI Press
(2016), tujuan utama dari bank pelaksana
ataupun lembaga penjaminan adalah mendapat-
kan keuntungan,bukan pengentasan kemiskinan.
Oleh karena itu, keberadaan kredit usaha
rakyat belum bisa secara langsung berkontribusi
terhadap penanggulangan kemiskinan. Peran
kementrian teknis dan pemerintah daerah dalam
mendukung kredit suaha rakyat belum optimal
dalam mempersiapkan kapasitas usaha UKM
agar dapat mengakses kredit usaha rakyat.
Rumusan Masalah
Peneliti merumuskan masalah tentang
bagaimana pemerintah membuat aturan yang
dapat mensinergikan fintech dengan dunia
bisnis, perbankan, UKM dan lainnya. Fintech
akan berperan aktif dalam mendorong ekspor
sektor UKM yang merupakan sektor andalan
Indonesia
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kesulitan UKM dalam mengakses layanan
perbankan, menjabarkan sinergi pengelolaan
KUR, dan memberikan rekomendasi perbaikan
terhadap pelaksanaan program KUR.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini sebagai bahan refleksi bagi para
pengambil keputusan terhadap kinerja kredit
usaha rakyat dalam menyusun kebijakan.




Ancaman jebakan negara pendapatan menengah
(middle income trap) (Tho 2013), yaitu situasi
di mana pertumbuhan suatu negara melambat
setelah mencapai tingkat pendapatan menengah
sehingga transisi ke tingkat pendapatan tinggi
menjadi tak terjangkau (Global Economic
Symposium 2014).
Financial Technology
Menurut IOSCO (2017), istilah fintech
digunakan untuk menggambarkan berbagai
model bisnis inovatif dan teknologi baru yang
berpotensi mengubah industri jasa keuangan.
Fintech memetakan delapan kategori, seperti
mengenai kegiatan pembayaran, asuransi,
perencanaan,
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pinjaman dan crowdfunding, blockchain,
perdagangan dan investasi, data dan analitik,
dan keamanan.
Pinjaman modal
Beberapa perusahaan fintech menyediakan
layanan pinjaman modal dengan proses
penyerahan yang lebih sederhana daripada
lembaga keuangan konvensional seperti
perbankan. Fasilitas seperti tidak perlu
menyerahkan jaminan dan hanya melengkapi
beberapa persyaratan dokumen, layanan
pinjaman online ini merupakan alternatif dari
pinjaman bank konvensional atau perusahaan
pembiayaan lainnya. Pendanaan yang diusulkan
biasanya akan dicairkan dalam periode yang
relatif  lebih pendek yaitu kurang dari seminggu.
Ada beberapa contoh perusahaan fintech yang
menyediakan layanan pinjaman online seperti
Modalku.co.id dan Pinjam.com.
Layanan Pembayaran Digital
Perusahaan Fintech biasanya juga menyediakan
pembayaran digital yang lebih mudah dan aman
untuk bisnis. Dengan proses pembayaran yang
lebih mudah dan lebih aman, ini akan dapat
menarik lebih banyak konsumen sehingga akan
menguntungkan bisnis atau UKM. Salah satu
Fintech yang menyediakan pembayaran digital
adalah aplikasi Jenius yang bersinergi dengan
perusahaan layanan transportasi online.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif
kualitatif yang menekankan diskusi dengan
memeriksa peran fintech untuk mendorong
ekspor industri kecil dan menengah di Indonesia
dan data primer yang digunakan dalam
penelitian ini melalui studi literatur. Sumber data
yang dapat digunakan adalah data dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan
berbagai sumber data terkait.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pentingnya Sinergi Kelembagaan Dalam
Pengelolaan KUR
Bowles et.al (1998)menyebutkan, dalam
struktur tata kelola perekonomian, kelembagaan
pemerintah, pasar, dan komunitas semestinya
dipandang saling melengkapi, bukan saling
mengganti. Pendapat bahwa mekanisme pasar
merupakan satu-satunya lembaga yang mampu
memecahkan problema ekonomi (inefisiensi
alokasi dan pertukaran) tidak sepenuhnya
benar, misalnya mekanisme pasar memiliki
keterbatasan dalam mengatasi permasalahan
lingkungan sebagai barang publik. Sebaliknya,
harus diakui bahwa bekerjanya mekanisme
pasar akan menghasilkan efisiensi alokasi
sumber daya (input) dalam proses produksi,
distribusi, dan pertukaran barang-barang privat.
Di sisi lain, kelembagaan komunitas memiliki
peran penting memecahkan permasalahan
kegagalan pasar ataupun kegagalan campur
tangan pemerintah/ negara dalam kegiatan
ekonomi. Kelembagaan komunitas melalui
sanksi sosial, norma kekerabatan, saling
percaya, dan resiprositas yang kuta dapat
menyelesaikan permasalan tersebut.
Dalam literatur keuangan mikro, dengan
munculnya kelembagaan keuangan mikro
(LKM) tradisional menjadi solusi atas
kegagalan pasar kredit yang menyebabkan
ketidakmampuan masyarakat miskin (RTM)
mendapatkan akses kredit perbankan . LKM
tradisional, seperti arisan, kelompok simpan-
pinjam antarkerabat dan tetangga, koperasi
pegawai, dan karyawan dapat memberikan
pelayanan kredit skala kecil tanpa agunan karena
pola operasionalnya yang berbasis moralitas,
seperti norma kekerabatan, saling percaya,
norma resiprositas, dan adanya sanksi sosial.










Gambar 1 Sinergi Kelembagaan untuk Pemberdayaan UKM
Program KUR pada dasarnya memperkuat
kelembagaan pasar melalui peran perbankan
(bank pelaksana) dalam pemberdayaan UKM.
Prinsip komersial/ pasar yang diterapkan oleh
bank pelaksana dalam program KUR
diharapkan akan meminimalisasi risiko kredit
macet dari KUR yang disalurkan kepada
UKM. Pengalaman dan kemampuan bisnis
keuangan serta prinsip kehati-hatian yang
dimiliki oleh bank pelaksana akan memperkuat
tingkat pengembalian program KUR. Peran
kelembagaan pasar dalam pelaksanaan
program KUR melalui bank pelaksana terkait
dengan dua faktor. Keberlanjutan program
dapat dipertahankan dengan memperkecil risiko
kredit macet dari penyaluran KUR melalui
prinsip komersial oleh bank pelaksana. Tanpa
ada profitabiltas yang baik, bank pelaksana
akan enggan terlibat dalam penyaluran KUR.
Namun, salah satu kelemahan penyaluran KUR
melalui prinsip komersial ini, antara lain, adalah
adanya kecenderungan penyaluran KUR pada
UKM di sektor perdagangan dibandingkan di
sektor pertanian. Kelembagaan komunitas
memiliki peran dalam menyalurkan KUR
kepada UKM seperti koperasi dan lembaga
keswadayaan.
Gambar 2 Program in Bank
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Keterangan:
1. Branchless Banking Agents
Didefinisikan sebagai suatu mekanisme
penyelenggaraan layanan perbankan tanpa
menghadirkan keberadaan kantor cabang
bank secara fisik dengan melibatkan peran
serta agen selaku perantara yang melak-
sanakan pelayanan jasa perbankan dan
berhubungan langsung dengan para peng-
guna layanan baik nasabah maupun non
nasabah bank. Dalam penyelenggaraan
layanan ini memiliki potensi besar untuk
memperluas penyaluran jasa keuangan
kepada kelompok masyarakat menengah ke
bawah. Agen Branchless Banking memiliki
tanggung jawab yang cakupannya lebih luas
dan tidak dapat dipersamakan dengan tanggung
jawab agen sebagaimana bersumber dari
perjanjian keagenan.
2. Microfinance Institution
Menurut Asian Development Bank (ADB),
Macrofinance Institution adalah lembaga
yang menyediakan jasa penyimpanan
(Deposits), Kredit (Loans), pembyaran
berbagai transaksi jasa (Payment Services)
serta Money Transfer yang ditujukan bagi
masyarakat miskin dan pengusaha kecil.
Bentuk Microfinance Institution dapat
berupa: (1) Lembaga formal misalnya bank
desa dan koperasi, (2) Lembaga semiformal
misalnya organisasi nonpemerintah, dan (3)
sumber-sumber informal misalnya Pelepas
uang (Money Lender). Microfinance Institution
di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi
menjadi dua kategori yaitu yang berwujud
bank seperti BRI Unit Desa, BPR dan BKD
(Badan Kredit Desa) serta nonbank seperti
Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan
Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit
Pedesaan (LDKP).
3. Financial Technology Companies
Financial technology (Fintech) merupakan
pemanfaatan teknologi secara maksimal
dalam meningkatkan layanan jasa keuangan.
Konsep Fintech yaitu menggunakan software,
internet, dan komunikasi zaman sekarang.
Fintech digarap oleh perusahaan startup yang
menyediakan kemudahan dalam bertransaksi
khususnya transaksi keuangan. Perusahaan
fintech yang ada di Indonesia seperti
CekAja, HaloMoney, Doku,Veritrans, dan
lain-lain. Fintech hadir dengan berbagai jenis
bisnis, seperti: Payment Chanel System, Peer
to Peer (P2P), Lending, Crowdfunding
(penyaluran dana kepada masyarakat dan
dapat memberikan pinjaman pada masyarakat
yang belum terjangkau oleh bank). Pelaku
bisnis fintech yang paling dominan saat ini
yaitu jenis payment. Payment system
merupakan layanan elektronik yang meng-
gantikan uang kartal dan uang giral sebagai
alat pembayaran, misalnya kartu e-money
dan bitcoin.
4. Banks &Telecommunications Service
Provider
Menurut Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan, Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya
yang dalam rangka meningatkan taraf hidup
rakyat banyak. Keterlibatan antara bank dan
telecommunication service provider adalah
dapat memberikan layanan yang mudah
dipergunakan oleh masyarakat. Kelahiran
industry provider telekomunikasi didominasi
oleh dua operator yang berbasis GSM (Global
System for Mobile Communications) yaitu
PT Telkomsel dan PT Satelindo. Industri
Telekomunikasi merupakan bagian dari
Network Industries yang menyediakan
pelayanan transfer data dan suara serta
internet.
5. Laku Pandai
Laku Pandai singkatan dari Layanan Keuangan
Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan
Inklusif, yaitu program penyedia layanan
perbankan dan/atau layanan keuangan
lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain
(agen bank) dan didukung dengan penggunaan
sarana teknologi informasi. Tujuan dari laku
pandai adalah menyediakan produk-produk
keuangan yang sederhana, mudah dipahami
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
yang belum dapat menjangkau layanan
keuangan saat ini. Laku Pandai mempunyai
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3 produk, yaitu Tabungan dengan karakteristik
Basic Saving Account (BSA), Kredit atau
Pembiayaan kepada Nasabah Mikro dan
Produk keuangan lainnya seperti Asuransi
Mikro.
6. Linkage Program
Linkage program merupakan program
pembiayaan yang bersifat kemitraan, dalam
program ini Bank Umum atau BUS
mengeluarkan pembiayaan ke sektor UKM
secara tidak langsung, pembiayaan tersebut
disalurkan melalui BPR atau BPRS. Linkage
program dilakukan karena adanya permasalah-
an dalam pengelolaan dana yang dimiliki oleh
BUS dan BPRS. Keuntungan dari linkage
program ini adalah Pihak Bank mendapatkan
kemudahan akses terhadap penyaluran kredit
pada UKM dan BPRS mendapatkan keun-
tungan dari ketersediaan dana untuk
disalurkan pada debitur.
7. Credit Scoring
Credit scoring merupakan metode yang
digunakan untuk memprediksi peluang calon
nasabah tidak sanggup membayar kembali
pinjaman, ataupun bagi nasabah kredit yang
sudah terdaftar berpeluang menjadi nasabah
yang pembayaran pinjamannya menungggak.
Penggunaan metode credit scoring ini dapat
membantu pihak yang memberi pinjaman
menentukan apakah pengajuan kredit
seorang pinjaman dapat disetujui. Dalam
penerapan credit scoring membutuhkan data
nasabah yang diambil dari masing-masing
data aplikasi pinjaman nasabah, selain dengan
menggunakan program statistic yang berisi
tentang sejarah pinjaman yang bersangkutan,
data juga berisi mengenai siklus pembayaran
tagihan apakah tepat waktu atau tidak,
berapa banyak kredit yang masih atau pernah
dimiliki yang bersangkutan. Metode statistika
yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan
kondisi status kredit nasabah menggunakan
credit scoring adalah metode k-Nearest
Neighbor (kNN). Metode k-Nearest Neighbor
dapat mengklasifikasikan apakah seorang
nasabah kredit termasuk dalam kategori
kredit lancar atau tidak.
8. Mobile Banking
Mobile banking adalah layanan perbankan
yang memungkinkan nasabah untuk melakukan
transaksi dengan bank via telepon. Mobile
banking memiliki manfaat untuk informasi
jasa/produk bank, informasi saldo rekening,
layanan Customer Service Operator, untuk
transaksi pemindahbukuan antar rekening,
pembayaran, transfer ke bank lain, serta
layanan oleh Interactive Voice Response
(IVR). Keunggulan mobile banking adalah
dapat diakses oleh seluruh pengguna telepon
seluler dengan tipe GSM. Dengan luasnya
jangkauan signal GSM, layanan Mobile
banking akan sangat sampai ke para
nasabah.
9. Accessibility
Accessibility merupakan suatu konsep yang
menghubungkan atau mengkombinasikan
sistem tata guna lahan secara geografis
dengan sistem jaringan transportasi yang
menghubungkannya, dimana perubahan tata
guna lahan yang menimbulkan zona dan jarak
geografis suatu wilayah atau kota, akan muda
dihubungkan oleh penyedia prasarana atau
sarana angkutan. Mudahnya suatu lokasi
dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat
jaringan transportasi yang ada, berupa prasarana
jalan dan alat angkut yang bergerak di
atasnya. Mudah atau sulitnya lokasi-lokasi
tersebut dicapai melalui sistem jaringan
transportasinya merupakan hal yang subjektif,
kualitatif, dan relatif sifatnya. Indikator
accessibility antara lain, jarak, akses ke
tempat lokasi, transportasi, dan arus lalu
lintas.
10. Asymmetric Information
Asymmetric information merupakan suatu
kondisi dimana ada satu pihak memiliki
informasi yang lebih baik dari pada pihak lain.
Asymmetric information ini merupakan
akibat bahwa pasar keuangan atau kredit
tidak memiliki informasi yang sempurna. Di
lain pihak, bank membutuhkan banyak
informasi terutama mengenai debitur selama
pinjaman belum dilunasi. Masalah asymmetric
information dapat terjadi jika antara principal
dan agen memiliki perbedaan kepentingan
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yang hendak dituju dan sebagian besar dari
kontrak merupakan keputusan-keputusan
yang memaksimalkan kesejahteraan principal
sebagai pemilik modal karena ia merasa
sebagai pihak yang paling berkuasa, sehingga
hal ini dapat mendorong agen melakukan
tindakan-tindakan penyimpangan untuk
memaksimalkan kepentingannya sendiri,
serta karena adanya perbedaan antara tingkat
risiko yang ditanggung oleh principal dan agen.
11. Slow Credit Disbursement
Berdasarkan analisis LIPI Press, terdapat
dua alasan kredit usaha rakyat tidak tersebar
merata: (1) ketiadaan cabang bank pelaksana;
dan (2) ketiadaan lembaga penjamin KUR.
Di sisi lain, UKM di luar Jawa memproduksi
barang dengan memanfaatkan sumber daya
dan karakter lokal yang lebih kental dibanding
UKM di Jawa. Saat ini, kredit usaha rakyat
didominasi oleh perdagangan.
Kendala Akses Perbankan
Berdasarkan penelitian LIPI Press (2016),
program kredit usaha rakyat menimbulkan
crowding out di pasar kredit UKM. Tidak
adanya skema khusus yang bisa menjadi insentif
bagi perbankan untuk menyalurkan KUR ke
sektor-sektor yang berisiko, seperti sektor
pertanian dan industri pengolahan, akan
membuat sektor yang berisiko itu termaginalkan
dari program KUR. Selain itu, efektivitas
penyaluran KUR akan optimal jika pemerintah
mampu mendorong kenaikan peringkat UKM
dalam kategori not feasible-unbankable
menjadi feasible-unbankable.
Program pemberdayaan UKM melalui KUR
perlu mendapatkan dukungan dari program
pemberdayaan non finansial, seperti aspek
pemasaran dan akses terhadap teknologi serta
informasi. Pemberdayaan non finansial dapat
berupa penguatan peran fasilitator untuk
mendampingi dan memberi bimbingan terhadap
penerima KUR kelompok agar KUR benar-
benar digunakan untuk kegiatan produktif.
Dalam mengembangkan supply chain dari
usaha penerima KUR menjadi bagian tanggung
jawab dari fasilitator.
Peningkatan jangkauan program kredit usaha
rakyat dapat dilakukan secara sektoral dan
geografis. Secara sektoral, perbankan dapat
meningkatkan proporsi KUR di luar sektor
perdagangan dengan menggunakan sistem
referral dari nasabah lama, tokoh keagamaan,
dan tokoh masyarakat/ adat. Lalu, perbankan
dapat menyediakan skema kredit usaha rakyat
dengan basis kelompok, seperti melalui
Gapoktan dan Kelompok Perajin. Secara
geografis, perbankan dapat melibatkan LKM
dan koperasi melalui program linkage. LKM
dan Koperasi yang akan dilibatkan harus
memenuhi beberapa persyaratan, sperti
memiliki kapasitas keuangan, berpengalaman
dalam menyalurkan kredit mikro dan memiliki
staf khusus (seperti account officer) yang
mampu menangani KUR. Lalu, perbankan
dapat memperluas penyaluran KUR sampai ke
berbagai pelosok Indonesia.
Penjelasan kuadran 1 dari bagan 2 :
Kerjasama antara laku pandai dan lembaga
mikro kredit melalui linkage program di dalam
sistem bank tanpa cabang. Bank dapat
menjangkau banyak UKM untuk membantu
melakukan transaksi keuangan atau kredit.
Kendala Keterbatasan Informasi
Berdasarkan peneltian LIPI Press (2016), bank
pelaksana melibatkan lembaga keuangan mikro
(LKM) dan koperasi sebagai pelaksana KUR
harus dilakukan setelah LKM dan koperasi
mendapatkan rating dari Lembaga Rating
Independen yang menilai kelayakan dan
kemampuan LKM dan koperasi bersangkutan.
Bank membutuhkan peran Lembaga rating
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LKM dan koperasi untuk mempermudah
dalam penyeleksian LKM yang akan dijadikan
partner dalam program linkage. Lembaga rating
menjadi perangkat memperkuat hukum untuk
mengantisipasi terjadinya perselisihan bisnis
antara bank dengan LKM dan koperasi
parnernya.
Sinergi antara program KUR dan berbagai
program pemberdayaan sosial-ekonomi
masyarakat miskin, seperti program peningkat-
an pendidikan dan keterampilan, kesehatan,
kewirausahaan, serta pemberdayaan sosial.
Pemberdayaan ini untuk mendukung sistem
pengawasan dan evaluasi dalam rangka
antisipasi aturan microprudential. Perusahaan
penjamin dapat meningkatkan kapasitas
perusahaan penjaminan agar lebih berperan
aktif dalam menilai calon nasabah potensial
ataupun yang memiliki risiko tinggi.
Penjelasan kuadran 2 dari bagan 2 :
Mengurangi kekomplekan proses dan lebih
cepat. Bank bekerjasama dengan teknologi
keuangan (fintech) untuk menganalisis kredit
risiko dengan data non konvensional.
Keterlambatan Pemerataan Pelayanan
Keuangan
Berdasarkan penelitian dari LIPI Press (2016),
sebagian besar responden berpendapat bahwa
prosedur untuk mendapatkan KUR dirasa
sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Pendapat
seperti ini dikemukakan oleh 86% responden
penerima KUR di Jawa Tengah di Jawa Timur
69%, dan di Bengkulu 93%. Hal ini terjadi
karena prosedur mendapatkan KUR dirasa
jelas dengan persyaratan yang mudah dipenuhi.
Beberapa responden menyebutkan bahwa
terdapat bimbingan dari petugas bank,
ketentuan jaminan ringan,dan ringannya biaya
administrasi.
Menurut sebagian besar responden, kemampuan
menyediakan agunan kredit dirasakan sebagai
faktor utama untuk mendapatkan KUR. Secara
umum, sebagian besar penerima KUR
menyatakan tidak ada kesulitan berarti dalam
menyediakan jaminan karena sebagian besar
merupakan milik pribadi. Responden di Jawa
Tengah menyertakan jaminan yang mereka
sediakan berupa BKKB kendaraan (50%) atau
sertifikat tanah (42%). Sementara di Jawa Timur
terdapat 91% responden dan Bengkulu 72%
responden penerima KUR menyediakan
BPKB sebagai agunan. Dalam program KUR
agunan ini diperlakukan sebagai agunan
tamabahan karena 70-80% risiko kredit dijamin
oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin
kredit, yaitu Perum Jamkrindo dan PT.
Askrindo. Menurut, petugas bank pelaksana,
agunan tambahan ini penting karena ikatan
moral yang diharapakan dapat mendorong
debitur untuk membayar kembali KUR yang
telah diterima.
Penjelasan kuadran 3 dari bagan 2 :
Bank bekerjasama dengan penyedia layanan
telekomunikasi untuk membuat mobile banking
menggunakan akun bank. Pendanaan akan
langsung terkirim melalui telepone genggam.
UKM dapat mendaftar ke agen terdekat untuk
input data.
Sinergi Pengelolaan Program KUR
Analisis dalam aspek apa dan bagaimana pemda
dapat berperan aktif dalam pemberdayaan
UKM melalui program KUR. Dua peran
strategis pemerintah daerah (pemda) dalam
pelaksanaan KUR: (1) Pemda sebagai lembaga
yang berperan mempersiapkan UKM dari sisi
kemampuan bisnis sehingga layak menerima
KUR. Hal ini membantu bank pelaksana
memecahkan masalah informasi penyaluran
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KUR. Artinya, informasi yang valid dari pemda
tentang kelayakan dan kemampuan bisnis
UKM akan menurunkan biaya/ risiko
pengelolaan KUR yang dihadapi bank
pelaksana. (2) Pemda dapat berperan sebagai
penyedia subsidi bunga kepada penyalur KUR,
terutama kepada UKM yang dirasa berisiko
tinggi oleh bank pelaksana, misalnya tambahan
subsidi bunga kepada UKM di sektor pertanian
dan industri atau penyaluran KUR pada wilayah
di pelosok dan tertinggal yang biasanya memiliki
tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini
disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi
untuk melayani UKM di wilayah tersebut,
pemda dapat memberikan subsidi, terutama
kepada lembaga channeling (LKM) dari
program KUR.
Program KUR sebagai kebijakan publik
semestinya juga mengutamakan prinsip
kesejahteraan. Penetapan sasaran program
tidak spesifik pada penyaluran kredit kepada
RTM atau UMK milik RTM membuat KUR
sulit untuk melakukan hal ini. Program KUR
hanya didasari jumlah alokasi KUR kepada
UKM dan berfokus prinsip komersial. RTM
biasanya tidak memiliki agunan dan tingkat
risiko tinggi. Hasil penelitian menyatakan bahwa
sebagian besar rumah tangga penerima KUR
bukanlah kelompok miskin dilihat dari
pendapatan.
Pemerintah pusat sebaiknya membangun sinergi
program KUR dengan kredit murah lainnya.
Sinergitas antarprogram harus dibangun untuk
memungkinkan adanya mobilitas UMKM, dari
bantuan sosial, subsidi, KUR, hingga perbankan
komersial. Namun, penetapan kriteria dan
persyaratan kelayakan usaha serta aksesbilitas
keuangan tidak sepenuhnya jelas untuk tiap-
tiap program. Indikator eligibilitas, pada KUR
hanya diukur dari pernah-tidaknya mendapatkan
kredit modal kerja atau kredit investasi dari
perbankan. Pemisahan sulit dilakukan karena
tumpang tindih antara kegiatan produksi dan
konsumsi dalam rumah tangga miskin dan
berpendapatan rendah. Kredit pembelian
kendaraan bermotor dapat berarti kredit modal
kerja apabila sepeda motor yang dibeli secara
kredit digunakan untuk mendukung kegiatan
bisnis mereka. Sebaliknya, kredit modal kerja
atau investigasi sangat mungkin digunakan oleh
UKM untuk membiayai pendidikan anak,
pernikahan, dan pengeluaran sosial lainnya.
Sinergi pengelolaan program KUR sebagaimana
tampak pada Gambar 3, dengan penjelasan
sebagai berikut:
• Kuadran 1: Pada kelompok UKM yang
belum bankable dan tidak memiliki
kelayakan usaha, program kredit murah
yang sesuai adalah dalam bentuk bantuan
sosial dan pemberdayaan sosial. Program
Gambar 3 Sinergi Pengelolaan Program KUR
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penyaluran kredit murah ini harus
dikategorikan sebagai bantuan sosial
(bansos) dan tidak ada kewajiban penerima
KUR untuk mengembalikan bantuan kredit
yang diberikan.
• Kuadran 2 : Program kredit murah dengan
pola subsidi bunga lebih sesuai untuk
diberikan kepada UKM yang belum
memiliki kelayakan usaha, meskipun pernah
mendapatkan pelayanan perbankan.
Ketidaklayakan usaha yang dimiliki UKM
akan membuatnya kesulitan untuk
mendapatkan kredit perbankan dengan
tingkat bunga pasar.
• Kuadran 3: Program KUR yang sasaran
penerimanya adalah UKM yang telah layak
usaha tetapi belum pernah menerima kredit
perbankan komersial.
• Kuadran 4 : UKM yang memiliki kelayakan
usaha dan telah mendapatkan kredit
perbankan komersial t idak berhak
mendapatkan kredit prebankan komersial
tidak berhak mendapatkan program
bansos, program kredit murah bersubsidi
bunga, ataupun program KUR. UKM
dalam kelompok ini hanya dapat dilayani
oleh kredit perbankan komersial. Oleh
karena itu, sinergi antarprogram harus
dibangun untuk memungkinkan adanya
mobilitas UKM, dari hanya penerima
bansos dan subsidi bunga, kemudian
meningkat menjadi UKM yang berhak
menerima program KUR, dan selanjtnya
menjadi penerima kredit perbankan
komersial. Proses mobilitas UKM dalam
mengakses kredit perbankan ini sebagai
tahapan memperkuat inklusi keuangan.
Analisis Penyaluran KUR melalui
Program Kemitraan
Konseptualisasi Model Penguatan Program
Linkage KUR
Gambar  4,  memformulasikan model konsep-
tual dalam upaya memperkuat program
lingkage KUR. Pertama, dalam membangun
program linkage KUR perlu ada lembaga rating
yang menilai kinerja dari kelembagaan mikro
dan masyarakat di sektor keuangan yang bisa
dijadikan acuan oleh bank pelaksana dalam
memilih parner lembaga linkage KUR. Adanya
lembaga rating tidak hanya memudahkan dan
menghilangkan asymmetric infomation bank
pelaksana terhadap lembaga keuangan mikro
dalam penyaluran KUR, tetapi juga bisa
membantu pemerintah dalam memetakan
kelembagaan mikro dan masyarakat di sektor
keuangan yang bisa dijadikan parner dalam
penyaluran program kredit atau bantuan lainnya.
Misalnya, kelembagaan mikro sektor keuangan
yang memiliki perangkat bagus dengan tingkat
efisien dan profitabilitas tinggi bisa dijadikan
sebagai mitra dalam penyaluran program kredit
yang sifatnya komersial, seperti KUR.
Sementara kelembagaan mikro yang kinerjanya
sedang, tingkat efisiensi tinggi, tetapi kurang bisa
menghasilkan profit, bisa dijadikan parner
dalam menyalurkan program kredit yang semi-
komersial, misalnya LPDP atau CSR dari
BUMN.
Kedua, adanya program linkage dalam
penyaluran KUR, selain agunan fisik,
dimungkinkan adanya collateral substitusi
berupa surat rekomendasi dari kelembagaan
masyarakat, seperti dari pengurus PNPM
Mandiri atau dari pemuka adat/ agama sebagai
basis untuk menilai karakter nasabah. Dalam
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kredit, karakter merupakan faktor yang sangat
penting untuk menghindari terjadinya moral
hazard karena sebagian masyarakat masih
menganggap KUR merupakan bantuan yang
tidak perlu dikembalikan.
Ketiga, sebaiknya bank pelaksana, selain
menyalurkan dana, memberikan pelatihan-
pelatihan tentang bisnis keuangan mikro dan
magang kepada pekerja kelembagaan mikro
di sektor keuangan, terutama staf yang mengurusi
kredit mikro dan juga magang. Hal tersebut,
selain dapat meningkatkan kemampuan
kelembagaan mikro, membantu bank me-




Strategi mengatasi jebakan pendapatan
menengah dengan mengembangkan kinerja
bisnis UKM Indonesia. Jumlah UKM lebih
mendominasi dibandingkan dengan usaha
besar. Di sisi lain, UKM setingkat mikro dan
menengah menampung tenaga kerja miskin dan
minim sumber daya manusia berkualitas. UKM
dapat bersaing dengan produk domestik dan
produk luar negeri apabila mampu mengelola
akses keuangan secara tepat. Pemerataan akses
keuangan dan disertai pendampingan non
keuangan (pelatihan bisnis, workshop, dan
mentoring) akan mendorong UKM naik level
secara kapasitas bisnis. Program inBank
menjadi rekomendasi konseptual pemerataan
KUR. Program inBank mengangkat tiga
bahasan utama, yaitu : (1) Kerjasama antara
laku pandai dan lembaga kredit melalui linkage
program; (2) Kerjasama dengan perusahaan
teknologi keuangan untuk menganalisis risiko
kredit dengan data non konvensional; (3) Bank
kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi
untuk membuat mobile banking system.
Pendanaan akan langsung terkirim lewat telepon
selular dan UKM dapat berkunjung ke agen
terdekat untuk input data.
Saran
Inklusi keuangan pembangunan industri
keuangan mikro bagi UKM sebaiknya
menggunakan 4 pilar, yaitu : (1) Framework
kelembagaan peningkatan peran kementrian
dan pemerintah daerah; (2) sinergi antar
program; (3) promosi dan sosialisasi; (4)
database dan sistem informasi melalui mobile
banking
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